































Salah satu tantangan dalam pemilu adalah maraknya praktek politik uang (money politic) yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan pemilihan umum dan politik uang adalah salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi. Pada tesis ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah:Bagaimana modus operandi politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis; Bagaimana pertanggung jawaban pidana dalam peraturan perundang – undangan pemilu; dan Bagaimana Kebijakan hukum pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan money politik dalam pemilu kepala daerah;
Metode yang digunakan dalam ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu  Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis, dimana dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan merupakan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan;
Modus operandi/bentuk politik uang diantaranya  meliputi:Pembagian uang kepada pemilih; Pembagian kain sarung/semen/gula dan kopi/jilbab/peci; Menjanjikan uang kepada pemilih; Membagikan uang kepada tim pasangan calon; Pemberian uang dengan cara mengumpulkan orang dalam satu tempat/rumah; Pembagian sembako berupa beras; Pembagian kacamatan dan  Melakukan pengobatan gratis; Pertanggung jawaban pidana kejahatan money politik yaitu sebagaimana Pasal 187 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun  2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kebijakan hukum pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan money politik dalam pemilu kepala daerah yaitu, dengan upaya penal dimana lebih bersifat refresif yaitu dengan memberikan sanksi sebagai mana dalam Pasal Pasal 187 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun  2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55, Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain hal tersebut tentunya bukan hanya sebatas saran penal sebagaimana 






One of the challenges in the election is the rampant practice of money politics that has taken place at almost all levels of elections and money politics is one of the factors causing high-cost democracy. In this thesis that identifies the problem are: What is the modus operandi of money politics in the implementation of democratic regional head elections; How is criminal liability in election legislation; and What is the criminal law policy that can be applied to money politics crimes in regional head elections;

The method used in this is normative juridical approach, namely legal research done by researching library materials or secondary data as the base material to be tested by conducting a search for rules and literature relating to the cases studied. Meanwhile This research is descriptive-analytic study, which is intended to provide the data as thoroughly as possible about the people, circumstances or certain symptoms. Research carried out through two phases, namely the study of literature and field research. The research literature is the primary research stage, while the field study is merely a supporter of the literature date.























Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999;

Anthon. F. Susanto, Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akubtabilitas Peradilan Pidana), Refika Aditama, Bandung, 2004;
		
Ahmad Sukardja, Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NKRI 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama  dalam Masyarakat yang Majemuk, Sinar Grafika, Jakarta,  2012; 

Ahmad Khoirul Umam, Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia (Semarang: Rasail, 2006;

Azhari, Negara Hukum Indonesia, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta 1995;

Anthon. F. Susanto, Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akubtabilitas Peradilan Pidana), Refika Aditama, Bandung, 2004;

Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,  2002;

…………………, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, PT. Alumni, Bandung, 2010;

Bahder Johan Nasution,  Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2011;

Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa), PT. Refika Aditama, Bandung, 2003;

Diana Halim Kuncoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004;

Dedi Mulyadi, ,  Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia, Gramata Publishing, Jakarta, 2012;
Djoko Prakoso,Tindak Pidana Pemilu, Sinar Harapan, Jakarta, 1987;
 
Faal, M, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, 1991;

G. Peter Hoefnagels, The Other side of Criminology, 1969; 

I.	S. Susanto. Kejahatan Korporasi. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.  1995;

Ian Taylor, Paul Walton, Jock Young. The New Criminologi : For a Social Theory of deviance. Routledge & Kegan Paul London ang Boston. 1973;

Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008;

John Markoff, Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik, CCSS dan Pustaka Pelajar , Yogyakarta, 2002;

Jimly  Asshiddiqie,   Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;

Juhaya, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011;

Komariah Emong Sapradjaja, Ajaran sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, P.T Alumni, Bandung, 2002;

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, 1995;

Miriam Budiardjo, Dasar–dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1988; 

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,  Kencana, Jakarta, 2008;

P.A.F.  Lamintang., Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997;

Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selecta Krimoinologi. PT Eresco, Bandung. 1992;

………………….., Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996;
…………………., Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung,  2001; 

Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983; 

Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Alumni Bandung, 1981;

…………………., Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, CV. Rajawali, Jakarta, 1982;

……………………, Penegakan Hukum,  Bina Cipta, Bandung,  1983;

……………………, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV. Ramadja Karya,  Bandung, 1988;

................................., Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002;

................................,Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005;

Saleh Djinjang, Pengantar  Dalam Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1982;

Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, 1981; 

…………, Hukum dan Hukum Pidana, 1981;

Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993;

Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung, 1991;

Soedjono  Dirdjosisworo. Anatomi kejahatan di Indonesia. Granesia. Bandung. 1996;

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986;

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu TinjauanSingkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001;

Syaiful Bakhri, Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern, Total Media, Jakarta, 2010;

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,  Rajawali Pers, Jakarta,2016;

Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu), Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003;

Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2001;

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah), Bagian II, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun; 

Topo Santoso,Tindak Pidana Pemilu,CetakanI,Sinar Grafika, Jakarta, 2006;

T. Subarsyah. Sumadikara, Kejahatan Politik (Kajian Dalam Perspektif Kejahatan Sempurna), Kencana Utama, Bandung, 2009;

Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak, PT Mizan Publika, Bandung, 2015;





Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Sinar Grafika, 2002.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, cetakan ke-1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif ;

 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pemilu Presiden;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif Anggota DPR, DPD,dan DPRD;
Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur bahwa Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;





Amir Piliang, The Perfect Crime. KOMPAS. Selasa 12 Oktober 1999;

Daniel Dakhidae dalam makalah Ilmiah yang ditulis berjudul “Melawan Politik Kartel Dalam Demokrasi Indonesia” tahun 2011;

Data Penanganan Pelanggaran Politik Uang tahun 2015 dan 2017 pada Formulir Pemberitahuan Tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, diambil tanggal 28 Agustus 2017;

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi Kedua, Jakarta, 1994;

Haryo Damardono, Sisi Lain Senayan Serang Balik, Harian Umum Kompas, Jumat, 25 Oktober 2013;

Edi Rosman, Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Komparatif Tentang Hakikat Pidana dan Pemidanaan dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia).Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Bandung, 2012;

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/19/14330721/selama-pilkada-2018-polri-proses-25-kasus-politik-uang (​https:​/​​/​nasional.kompas.com​/​read​/​2018​/​07​/​19​/​14330721​/​selama-pilkada-2018-polri-proses-25-kasus-politik-uang​), dikutip tanggal 17 November 2018;

https://www.alinea.id/nasional/bawaslu-temukan-35-kasus-politik-uang-di-pilkada-serentak-2018-b1U0X9chi (​https:​/​​/​www.alinea.id​/​nasional​/​bawaslu-temukan-35-kasus-politik-uang-di-pilkada-serentak-2018-b1U0X9chi​), dikutip tanggal 14 November 2018;

Jenedjri, Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press, Jakarta, 2012;

Muladi, Makalah Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkembangan Asas Dalam RUU KUHP,  disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Surabaya, 2002.
Marjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Pidato Pengukuhan. Fakulas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 1993;  


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Website Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen ,Implikasi Politik Uang Terhadap Perilaku Pemilih http://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/article/detail/89 (​http:​/​​/​www.kebumenkab.go.id​/​index.php​/​public​/​article​/​detail​/​89​), diakses tanggal 7 November 2017;

Wahyudi Kumorotomo dalam Makalah Ilmiah yang ditulis oleh yang berjudul “Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi” tahun 2009;























1





